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ABSTRAK

UPAYA SATUAN OPERASIONAL KEPATUHAN INTERNAL (SATOPS
PATNAL) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN

GUNUNG SUGIH

Oleh:
AFTF ABDUR RAFI

Penyalahpunaan dan Peredaran narkotika di Lapas merupakan masalah serius dan
fakta yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk
pencegahan dan pemberantasan penvalahgunaan dan peredaran narkotika di
Lapas. Selain dengan Undang-Undang Narkotika aparat penegak hukum di
harapkan dapat bekerjasama untuk mencegah dan menangpulangi kejahatan
terschut khususnya di Lapas. Permasalahan penelitian adalah bagaimana upaya
Satuan Omperasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan
tindak pidana penyelundupan narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan
Cunung Sugih dan apa faktor penghambat upaya Satuan Operasional Kepatuhan
Internal (Satops Patnal) dalam penangeulangan tindak pidana penyelundupan
narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih

Metode penclitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yvang digunakan
adalah data sckunder dan data primer. Studi vang dilakukan dengan studi
kepustakaan dan studi lapangan, Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri
dari Satops Patnal Lapas Gunung Sugih dan Dosen Pidana Fakulitas Hukum
Universitas Lampung. Analisis data vang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Upaya Satuan Operasional Kepatuhan
Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan
narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih adalah petugas
secara rutin melakukan ingpeksi mendadakan (sidak) dan sweeping ke blok-hlok
hunian maupun arcal Lapas secara rutin dua kali dalam seminggu, namun jika
dibutuhkan petugas akan melakukannya setiap hari. Apabila berdasarkan hasil
pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa narkotika, maka narapidana beserta
barang tersebut akan diinterogasi kemudian dilaporkan kepada pihak vang
berwajib untuk diproses secara hukum. Namun terkadang ditemukan narkotika
tanpa penguasaan sescorang, seperti ditemukan tergeletak di samping tempat
sampah atau halaman tertentu sehingga petugas kesulitan untuk melacak siapa
pelakunya. Upaya preventif lain yang dilakukan untuk menanggulangi masuknya
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narkotika yaitn dengan memperketat penjagaan dan pengamanan di pintu masuk
(portal) Lapas, serta memeriksa secara saksama setiap barang akan dibawa masuk
ke dalam Lapas. (2) Faktor penghambat upaya Satuan Operasional Kepatuhan
Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan
narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih adalah keadaan
Lapas Kelas II B Gunung Sugih vang mengalamm over kapasitas, rumitnya
birokrast untuk pengadaaan sarana dan prasgarana, kurangnya mutu SDM Petugas
Lembaga Pemasyarakatan dan lemahnya pengawasan terhadap petugas lembaga
pemasvarakatan.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran kepada Lapas,
diharapkan agar terus berpartisipasi aktif dan bekerjasamadalam penanggulangan
tindak pidana narkotika mengingat modus penyelindupan narkotika saat i yang
semakin canggih. )1 samping itu, penambahan personel petugas keamanan di
Lapas diharapkan relevan dengan jumlah tahanan dan narapidana, schingga dapat
mengoptimalkan pengawasan di dalam Lapas. Kepada Pemerintah, dibarapkan
agar sclalu mengupavakan strategi untuk mencari solusi atas permasalahan aver
capaciiy di Lapas dan Rutan, karena persoalan over capacity sccara tidak
langsung akan menimbulkan dampak negatit yang akan mengganggu pelaksanaan
program pembinaan kepada narapidana. Ketersediaan alat- alat yang dapat
mendeteksi keberadaannarkotika, seperti detektor narkotikadan X-Ray juga sangat
diperlukan untuk mencegah masuknya narkotika ke dalam Lapas.

Kata Kunci: Satuan Operasional Kepatuhan Internal, Tindak Pidana,
Penyelundupan Narkoetika Lembaga Pemasyarakatan.



ABSTRACT

THE EFFORT OF THE INTERNAL COMPLIANCE OPERATING UNIT
(SATOPS PATNAL) IN MANAGING CRIMINAL ACTS OF DRUG
SMUGGLING IN THE ENVIRONMENT INSTITUTION
GUNUNG SUGIH

By:
AFIF ABDUR RAFT

Drug abuse and cireulation in prisons is a serious problem and an undeniable
Sfact, Therefore, efforts are needed to prevent and eradicate narcotics abuse and
trafficking in prisons. In addition to the Narcotics Law, law enforcement officers
are expected to cooperate to prevent and overcome these crimes, especiafly in
prisons. The research problem is how the efforis of the Internal Compliance
Operational Unit (Satops Patnal) in overcoming the crime of narcotics smuggling
in the Gunung Sugih Penitentiary and what are the inhibiting factors for the
efforts of the Internal Compliance Operational Unit (Satops Patnal) in
avercoming the crime of narcotics smuggling in the Guaung Sugih Penifentiary.

The research method wses an empivical juridical approach, the data used are
secondary data and primary dara. The study was conducted by means of library
research and field studies. The informants in this study consisted of Satops Pamal
of Gurung Sueth Prison and Lecturer of Crininal Law Foculty of Lampung
University. The data analysis used is qualitative.

The results showed that (1) the efforts of the Internal Compliance Operational
Unit (Satops Patnal) in overcoming the crime of narcotics smuggling within the
Gunung Sugih Penitentiary were officers routinely conducting sudden inspections
(Sidak) and rowtinely sweeping inio residential blocks and prison arveas. fwice a
week, but if needed the officer will do it every day. If. based on the vesults of the
examination, evidence is found in the form of narcotics, the prisoners and the
goods will be interrogated and then reported fo the authovities for legal
processing. However, sometimes narcotics are found without someone's control,
such as heing found [ving next to a trash can or cervtain yard so that officers find it
difficult to track down who the perpetrator is. Other preventive measures taken to
tackle the entry of narcotics are by tighiening guard and security at the prison
entrance (portal), and carefully inspecting every item that will be brought into the
prison. (2) The inhibiting factors efforts of the Internal Compliance Operational
Unit (Satops Patnal) in overcoming the crime of narcotics smuggling within the
Gunung Sugih Correctional Institution ave the condition of the Class Il B Gunung
Sugih Prison which has overcapacity, the complexity of the bureaucracy for ihe
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provision af facilities and infrasiructure, the lack of quality human resources.
Correciional officers and weak supervision of correctional officers.

Based on the conclusions above, suggestions can be given to prisons, it is hoped
that they will continue 1o activelv participate and cooperate in overcoming
narcotics crimes considering the cuwrrent increasingly sophisticated narcolics
smuggling mode. In addition, the addition of security personwel in prisons is
expected to be relevant to the number of detainees and inmares, so as fo optimize
supervision in prisons. To the Government, it is hoped that they will always seek
strategies to find solutions to the problem of overcapacity in prisoas and detention
centers, because the problem of over capacity will indirectly have a negative
impact that will interfere with the implementation of the coaching program for
prisaners. The availability of tools that can detect the preseace of navreotics, such
as narcotics deiectors and X-Ravs is also verv necessary to prevend the entry of
AGFCOLICS LIto Prisons.

Keywords: Internal Compliance Operational Unit, Crime, Narcotics Smuggling,
Correctional Institutions.
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L. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan jaman, hukum berkembang mengikuti setiap
kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-
petbatkan di segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional.
Tidak terkecuah di dalam sistem kepenjaraan di Indonesia. Sistem kepenjaraan
telah mengalami perubahan karena dianggap tidak sesual dengan sistem
pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Sistem
pidana penjara hanyalah mengutamakan pengenaan nestapa sehingga hak asasi
narapidana tidak diindahkan. Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk
menciptakan suatu keadaan di dalam suatu pergaulan hidup masyarakat, baik di
dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar
didalanmya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukunm

dan lain sebagainya.'

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks,
baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna
narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga. lingkungan masyarakat dan

lingkungan sckolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman

! Haryanto Dwinimodjo, Pelaksanaan Pidang Dan Pembinaan Narapidana Tindak  Pidana
Narkorika (Srucli Terhadap Pembinaan Nevapidena Df Lembaga Pemasyorakan Nartorika
Klgy Tia Yogpakarta), Jumal Hokum, Fakuoltas Hukum Universitas  Jenderal Socdirman
Purwokerto, Volume XV No. 2 Tahun 2013 Edis Mei, Hal 1,



bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.
Menghadapi  permasalahan  penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkoba
mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah
tersebut, akhirnya pemerintah mengehiarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menckan
sekecil-kecilnva tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di
Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-

undang tindak pidana lainnya,?

Penvalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obat terlarang lainya tidak
hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke kotakota kecil lainnva,
dengan merambah ke semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas,
menengah sampal kalangan masvarakat bawah dengan segala latar belakang
kehidupan, status dan tingkat usia. Kondisi mi memprihatinkan dan sangat
mengkhawatirkan. Keprihatinan dan kekhawatiran kita ini tentu sangat beralasan,
Harapan untuk mewujudkan scbuah tatanan sosial yang ramah tamah, schat,
hngkungan yang selalu diwarnal oleh suasana keakraban dan lain-lain, harus

rusak karena akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika dan sejenisnya.’

Penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika di Indonesia telah merambah ke

seluruh wilayvah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan,

2 Blrick Christover Sanger, Penegakan Hidum Terhadap Peredavan Narkoba di Kalangan
Generast Migda, Jurmal Hukum, Yol, IPNe. #/Agusius 2013, him. |

Y Asrianto Zainal, Penegakkan Hukwm Terhadap Kefuhatun Narkotika Ditinjau dari Aspek
Kriminologr, Jurnal Hokum, Jurusan Syariah dan Ekonomi lslam STAIN Kendari, Vol 6 No 02
Juli 2013, him. 2,



baik lingkungan pendidikan, lmgkungan kerja, dan lingkungan pemukiman, dan
lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi pencgak hukum yang juga tidak
bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas). Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap
narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan,
Lapas ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkotika
baik korban maupun pengedar. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tabun 1995
Tentang Pemasyarakatan lelab diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana
cara  memperlakukan  narapidana  serta  tugas dan  wewenang  petugas
pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebaga Pembina

narapidana.®

Penvalahgunaan dan Peredaran narkotika di Lapas merupakan masalah serius dan
fakta yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk
pencegahan dan pemberantasan penyvalahgunaan dan peredaran narkotika di
Lapas. Selain dengan Undang-Undang Narkotika aparat penegak hukum di
harapkan dapat bekerjasama untuk mencegah dan menangpulangi kejahatan

tersebut khususnya di Lapas.®

Peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) tetap
marak meskipun pelaksanaan hukuman mati telah dilaksanakan terhadap beberapa
terpidanamati pengedar narkoba. Presiden Joko Widedo menyatakan Indonesia

sudah sampai ke tahap darurat narkoba sehingga Presiden tidak akan

* Muhammad Amin Imran, Hubungan Fungsiona! Badan Narkorito Nasional Dengan Lembaga
FPemasvarakaian Dalam Penanganan Narkotika of Lembaga Pemasyarakaran, Jurnal Hukom,
Kementrian Hukom dan HAM Lapas Mataram, Vol | No 02 Agustus 2013, hlm. 328,

5 ‘
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mengabulkan grasi vang diajukan terpidana pengedar narkoba. Selain itu,
berdasarkan statistik di Indonesia telah terdapat 4.5 juta orang vang terkena
narkoba dan ada 1.2 juta orang vang sudah tidak bisa direhabilitasi karena
kondisinya dinilai terlaln parah, Berdasarkan hasil survey dan investigasi Badan
Nasional Narkotika (BNN), sekitar 60 persen peredaran narkoba di Indonesia

dikendalikan dari balik Lapas.”

Setiap tahun ada pengungkapan peredaran narkotika dari Lapas. Misalnya, pada
bulan April 2019, yang di posting oleh sindonews.com7 upaya penyelundupan
narkoba oleh pembesuk perempuan ke dalam Lapas kelas T Semarang di gagalkan
pertugas pemasyarakatan dengan modus menyembunyikan 42 paket sabu di paha
vang diduga kuat paket sabu tersebut untuk suaminya yang merupakan terpidana 5
tahun dengan kasus narkoba di Lapas Semarang. Pada tahun 2016 vang di posting
oleh sindonews.com® petugas lapas Padang pasok sabu untuk narapidana. Pada
tahun 20135terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman, diduga mengendalikan

peredaran narkoba dari dalam Lapas Nusakambangan. ’

Terkait dengan peredaran narkotika di Lapas dan Rutan, konsideran menimbang
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU
Pemasyarakatan) menyebutkan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di
Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan

pemasyarakatan menyadari  kesalahannya, memperbaiki dir, dan fidak

" Monika Subavati, Pencgakon Flukum Pereduran Navkoba of Lapas dan Rugan, Fonol Hukom,
Pusar Pengkajian Pengolafum Data dan Informast (P3DI) Sekrefariar Jenderal DPR RIL Val.
VI, No, ORALPIDI April 2015, Hal 1-2,

T Sindonews.com, Sclasa, |1 April 2017, 1646 WIB: 42 Paket Sabu dan 2 Ponscl gagal
Dizclundupkan ke Lapas Kedungpane,  dalam  hitpsi/dacrah.sindonews.com/
reme/ | 196224/2 2742 palcet-sabu-dan-2-ponsel-gagal -disclundupkan-ke-lapas-
kedungpanc 1491903975/



mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara

wajar sehagai warga vang baik dan bertanggung jawab.

Schagai peraturan pelaksanaan UU Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 4 huruf g Permen
tersebut melarang  setiap narapidana  atau  tahanan menyimpan, membuat,
membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor
narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Pelanggaran terhadap larangan
int termasuk yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3). Pada Pasal 17 Permen No. 6
Tahun 2013. Adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau
tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan

kepada instansi yang berwenang.

Jumlah narapidana (napi) kasus narkeba di Provinst Lampung Tahun 2019
sebanyak 4.134 orang, dengan rincian, sebanyak 3.104 orang berstatus sebagai
bandar dan 1.030 orang sebagai pengeguna. Sedangkan untuk Tahun 2020 angka
penyalahgunaan dan peredaran narkotika mengalami kenaikan, hal tersebut
ditunjukkan dengan jumlah barang bukti yang dimusnahkan yakni sabu sebanyak

17.4 kilogram, daun ganja sebanyak 200 kilogram dan 15,883 butir pil ekstasi,”

Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung Tengah

ternyata telah masuk dalam tahup vyang mengkhawatirkan, Karena kasus

¥ Monika Suhayati, Op.Cir, him. 2.
T Osear Sihotang, i'r:g;,r,-’i"wunv. a'l'u_.el:?uﬁm.:m'us.(.'.rJ,:’}?ﬂ_i’{},.f’l'?Qr".rﬁ'fi\'(:famu-_"ﬂ.?U-p:;*r;-:{faran meEkoba-oi-
lampung-mentnghar-imi-penjelasan-bmmp-langumg, diakses Tanggal 21 Juni 2021.



pengedaran dan penvalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung Tengah terus
meningkat. Tahun 2019 jumlah tersangka pengedar narkotika yang ditangani
Polres Lampung Tengah sebanyak 12 orang dan  jumlah tersangka
penyalahgunaan narkotika sebanyak 75 orang. Kemudian Tahun 2020 mengalami
peningkatan, dimana jumlah tersangka pengedar narkotika vang ditangani Polres
Lampung Tengah schbanyak 16 orang dan jumlah tersangka penyvalahgunaan
narkotika sebanyak 93 orang, termasuk 3 orang yang menyelundupkan narkoba di
Lapas Gunung Sugih. Menurut DPC GANN (Generasi Anti Narkotika Nasional)
tingkat penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba di Kabupaten Lampung Tengah
saat ini telah meningkat dimasa pandemik Cowvid-19 narkotika telah membelit

masyarakat dari berbagai tingkatan sosial dan profesi.'”

Satgas Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS
PATNAL) merupakan satuan fugas yang bertugas melakukan pengawasan,
pencegahan dan penindakan aspek pengawasan yang tidak hanya statis tapi bisa
bersifat dinamis. Satops Patnal dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Nomor
PAS-07.0T-02.02 Tahun 2019 tentang Satuan Operasional Kepatuhan Internal
Pemasyarakatan Tingkat Wilayah, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga

Pemasyarakatan, '

Kepatuhan Internal sendiri merupakan cara untuk penilaian tentang tingkat

kepatuhan petugas dalam pelaksanaan prosedur standard Operasional (SOP)

" Robby, “GANN Tangganus Apresiasi Kinerja Satnarkoba Polres Tanggamus”, digkscs dari
www, haluanlampung.com/ 202001071 gann -tanggamus-apresiasi-kinerja-satmarkoha-pol res-
tanggamus’ pada tangeal 3 November 2020 puloal 15,34
htgpesivinw kensenkumibfam, go.ld ke glatan-pengukuhan-satuan-operasional-kepatithan-internad-
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dalam layanan dan tugas keamanan. Kepala Divisi Pemasvarakatan berpesan
bahwa scluruh kegiatan dan keputusan yang dilaksanakan di UPT Pemasyarakatan
harus sesuai dengan regulasi dan prosedur vang telah ditentukan. Kegiatan
ditandai dengan Pembacaan lkrar Kepatuhan Internal dan pemasangan Badge
Satuan Operasinal Kepatuhan Interal (SATOPS PATNAL) oleh Kepala Divisi

Pemasyarakatan, '

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penuls tertarik untuk melakukan
penclitian dengan judul: Upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops
Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika di

Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih.

B. Permasalahan dan Ruang Lingknp Penelitian
1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang

timbul dalam penelitian 1 adalah:

a. Bagaimana upaya Satvan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal)
dalam penanggulangan ftindak pidana penyelundupan narkotika di
Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih?

b. Apa faktor penghambat upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal
(Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan

narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gumung Sugih?

2 fhid,



2,

C.

-
-y

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana
khususnya mengenai upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops
Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika di
Lingkungan Lembaga Pemasvarakatan Gunung Sugih dan faktor penghambat
upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam
penanggulangan tindak pidana penvelundupan narkotika di Lingkungan
Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih. Ruang lingkup tempat penelitian
dilakukan di Lapas Gunung Sugih. Adapun ruang lingkup waktu penelitian

dilakukan pada Tahun 2022,

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

d. Untuk mengetahul upava Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops
Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika di
Lingkungan Lembaga Pemasyvarakatan Gunung Sugih.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya Satuan Operasional
Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana
penyelundupan narkotika di Lmgkungan Lembaga Pemasyarakatan

Gunung Sugih.

Kegunaan Penelitian
Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dam

pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat
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baik secara teoritis maupun praktis sebagai baglan vang tak terpisahkan,

adapun kegunaan penelitian ini adalah:

d.

Secara Teoritis:

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya
mengenal faktor yvang menyebabkan terjadinya penyclindupan narkotika
di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan upaya Satuan Operasional
Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana
penyelundupan narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan
Gunung Sugih. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan
akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya
dan hukum pidana.

Secara Praktis:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat
penegak hukum dalam menegakan hokum terhadap faktor wvang
menyebabkan terjadinya penyelundupan narkotika di lingkungan lembaga
pemasyarakatan dan upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops
Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika di

Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih.
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

L.

Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis adalah abstaksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau
dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya

penelitian hukum, ™

Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan
alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teon selalu
berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Sccara defenitif, teori
harus berlandaskan fakta empiris karena tuijuan utamanya adalah menjelaskan
dan memprediksikan kenyataan atau realitas. Suatu penelitian dengan dasar
teori yang baik akan membaniu mengarahkan si peneliti dalam upaya
menjelaskan fenomena yang diteliti. Dengan demikian teori adalah pisau

analisis untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan,

Pada permasalahan pertama yarmu upaya Saman Operasional Kepatuhan
Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan
narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyvarakatan Gunung Sugih peneliti
menjawabnya dengan Teori Penegakan Hukum Pidana. Penegakan hukum
merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum
dan kemanfaatan sosial menjadi kenvataan. Jadi penegakan hukum pada
hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah

proses dilakukannva upava tegaknva atau berfungsinyva norma-norma hukum

13 Seerjono Sockanto, Pengantar Penelifian Fulwmn, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, him.

124-125,
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secara nvata sebagai pedoman pelaku dalam lalu hintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kchidupan bermasyarakat dan bermegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan we-ide dan konsep-
konsep hukum vang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan huknm
merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurul Soerjono
Sockanto, pencgakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan
nilai-nilat yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan milai yang
mantap dan mengejewantah dan sikap tindak scbagai rangkaian penjabaran
nilai tahap akhir uniuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup !

Penegakan hukum sccara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam
praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan
keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam
mempertahankan dan menjamin di  taatinya hukum  materiil  dengan

menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hakikatnya pencgakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kacdah-kaedah
vang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya
menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara
konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian,
dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung
jawab. penegakan hukum pada hakikatnva merupakan penegakan ide-ide atau

konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan

* Ihid, hlm. 126
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sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan vsaha untuk mewujudkan ide

dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikainya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah
vang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya
menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara
konvensional, tetapi menjadi tugas dari sctiap orang. Meskipun demikian,
dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanpgung

Jawab.

Upaya penanggulangan kejahatan secara empirik oleh Kepolisian terdiri dari
tiga bagian pokok, yaitu:

a. Upaya Pre emtif
Upava pre emtif merupakan rangkaian kegiatan vang ditujukan untuk
menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap
sedini mungkin, Termasuk upayva untuk mengeliminir faktor-faktor
kriminogen yang ada dalam masvarakal yang bentuk kegiatannya sangat
bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi
kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi
dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi timbulnya kejahatan.

b. Upaya Preventif
Lpava preventif merupakan rangkaian kegiatan vang dituukan untuk
mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan, Mencakup kegiatan
pengaturan, patroli dan pengawalan di  lokasi yang  diperkirakan
mengandung:  police  hazard, termasuk  Juga  kegiatan pembinaan
masyarakat vang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat
agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan
memerangi kejahatan.

¢. Upava Represif
Upaya represif merupakan rangkaian kegiatan penindakan vang ditujukan
ke arah pengungkapan semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang
disecbut sebagai ancaman faktual, Bentuk kegiatannya antara lain
penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan
menurut undang-undang,

¥ Sunarto, Keterpudian dalam Penanggulangan Kejahatan, Aura Publishing, Bandar Lampung,
2013, hlm, 45-46.
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Tindakan represif adalah tindakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana,
adapun tugas Kepolisian dalam hal terscbul diatur di dalam Pasal 1 butir (2)
KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang mi untuk mencari serta
mengumpulkan bukil yang dengan bukil itu membuatl terang tentang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal |
Avat (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia
atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu vang diberi wewenang khusus

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana
menampakkan dirt  sebagai  penerapan  hukum  pidana  (criminal  law
application) vang melibatkan berbagai sub sistem  struktural berupa aparat
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya
tentu saja lembaga penaschat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum
haruslah dipandang dari 3 dimensi:

a. Penerapan hukum dipandang sebagal sistem normatitf (nermative systent)
yaitu pencrapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-
nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

b.  Penerapan hukum dipandang schagai sistem admimstratit (administrative
system) vang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak
hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.

¢. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam
arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan

berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.
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Pada permasalahan kedua yaitu faktor penghambat upaya Satuan Operasional

Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana

penyelundupan narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung

Sugih dijawab dengan Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum bukan semata-mata

pelaksanaan perundang-undangan saja. Namun juga terdapat faktor-faktor lain

vang menghambat penegakan hukum, di antaranya adalah:

1)

2)

4)

3)

Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktik menyelengparaan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
perientangan antara kepastian hukum dan keadilan karena konsepsi
keadilan merupakan suatu rumusan vang bersifat abstrak scdangkan
kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara
normatif.

Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hulkum adalah
mentalitas  atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam
kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa
penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan.

Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung.

Sarana dan fasilitas yvang mendukung mencakup lenaga manusiz vang
berpendidikan  dan  terampil, organisasi yang baik, peralatan vang
memadal, keuangan vang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang
memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan
penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya scbagaimana
mestinya

Fakior Masyarakat

Masyarakat mempunyal pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan
penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan
bertujuan untuk mencapal dalam masyarakat. Bagian vang terpenting
dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.
Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin
memungkinkan penegakan hukum yang baik. Scbaliknya semakin rendah
tingkat kesadaran hukum masyarakat. maka akan semakin sukar untuk
melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dart berlakunya hukum adat.
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan
nilai-nilai vang menjadi dasar hukum adat. Dalam pencgak hukum,
semakin  banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan
dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam
menegakkannya.  Scbaliknya, apabila peraturanperaturan  perundang-
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undangan tidak sesual atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat,
maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan
hukum tersebut.'”

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka wang menggambarkan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkailan dengan istilah yang

digunakan dalam penulisan atau penelitian. Dalam penelitian ini akan

dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan

schubungan dengan objek dan ruang linglup penulisan schingga mempunyai

batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya.'’

a.

Upaya memurut kamus besar Bahasa Indonesia sebagal usaha kegiatan
yvang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya
juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu  maksud,
memecahkan persoalan mencari jalan keluar.'

Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) merupakan bagian
dari Pemasyarkatan yang bertujuan untuk terlaksananyva pencegahan dan
penindakan gangguan kemanan dan ketertiban vang meliputi fungsi
pembinaan petugas dan peningkatan layanan Pemasyarakatan.'”

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum
lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata
Usaha Pemerintah, vang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi

dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak

1% Sacrjono Sockanto. Sasiolosi Suate Pengmantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002, him.242,
7 fhid, hlmn. 243,
I Soecrjono Sockanto, Op . Ciz, him, 103,

19

https:s e, Ditjen PAS goad/ posts/satops-patnal-hai-sehabat-pemasyarakatan-sudah-tahulan-

kamu-tentang-satops-patnal’l | 3365508 1495380/
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pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada svatu tindak
pidana tanpa sifat melanggar hukum.”

d. Penyelundupan adalah perbuatan mengimpor, mengantar pulaukan barang
dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
tidak memenuhi formalitas pabean (dowaneformaliteiten) vang ditetapkan
oleh Peraturan Perundang-undangan.=!

e. Narkotika adalah zat atav obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun
semi sintetis yang menmimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi,
serta daya rangsang. >

. Lembaga pemasyarakatan adalah adalah suatu tatanan mengenai arah dan
batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menvadari
kesalahan, memperbaiki diri. dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan
dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar scbagai warga vang

baik dan bertanggung jawab.**

E. Sistematika Penulisan
Sistematika peulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan
tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran

menyeluruh tentang penehitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

T Wirjeno Prodjodikoro, Tordak-Tindak Pidana Terteniu oi Indonesia, Refika Aditama; Bandung,
20083, hlm, 1.

2 Baharudin Lopa. Tindak Pidana Ekonomi, Pencrbit PT. Pratnya Paramita. Jakarta, 2002, him. 29

2 futaprshen o idipengeriian-narkoba-dan-bahaya-navkoba-bagi-kesehatan/, digkses Tanggal 10
November 2020

o hitps:deponrnal balithangham.go idfindes. phptke bjakan/orticlefview/504 |, dinkses Tanggal 10
November 2020
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I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang
menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-
batasan penulisan,selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari

penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA
Bab 1mi memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum
tentang pokok bahasan mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya

penyelundupan narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

. METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah vang dipakai
dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data,

prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

1V. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang
terdapat dalam penulisan ini yaitu faktor yang menyebabkan terjadinva
penyelundupan narkotika di lngkungan lembapa pemasyarakatan dan upaya
Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dalam penanggulangan
tindak pidana penvelundupan narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyvarakatan

Gunung Sugih.
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V. PENUTUP
Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penclitian yang
telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan

dengan pokolk permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum
yang berupa kesalahan dan bersitat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan
Perundang-undangan. Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal
dari terjemahan delicr atau strafbaarfeir. Disamping itu dalam bahasa Indonesia,
istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana,
perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan vang dapat dihukum dan

perbuatan yang boleh dihukum.

Keenam istilah scbagai terjemahan delict atau strafbaarfeit wantjik, Saleh
menyatakan bahwa istilah yang paling baitk dan tepat untuk dipergunakan adalah
antara dua istilah vaitu tindak pidana atau perbuatan pidana.** Scdangkan
Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah  perbuatan pidana  yang
selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagal perbuatan yang oleh aturan
hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar

larangan tersebut.*

L Wantjilk Saleh, Tindah Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, lakarda, 1977, him, 9
* Mocljatno, Asas-gsas Hukum Pidena, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, him. 1,
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Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan
orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu
sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan

undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum *

2. Jems-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
oleh peraturan Perundang-undangan dinvatakan sebagai perbuatan vang dilarang
dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain
perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-
undangan, harus juga bersifal melawan hukum atau bertentangan dengan
kesadaran hukum magyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat

melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar *’

Tindak pidana vmum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur
di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan
ketentnan vang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak
pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-
Undang Tindak Pidana Ekenomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang
Terorisme dan sebagainya yvang penvidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan,
dan Pejabat Penyvidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara
pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di
luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Lindang-

Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainva.

MpAF Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Mmedonesia, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 174
2 Barda Nawawi Aricf, Bunga Rampai Kebijakan Hulam Pidong, PT. Citra Aditya Bhalkti.
Bandung, 1996, hlm, 152-153.
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Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara
modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rckayasa sosial (law as a ool of

X i ‘ IR
social engineering).

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak
pidana termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak
terlepas dari kebijakan yang lebih luas, vaitu kebijakan sosial (social policy) yang
terdiri dari kebijakan atan upaya-upaya untuk kescjahteraan sosial (secial-
welfarepolicy) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindugan masyarakat

(social-defence policy).*

Upava penanggulangan tindak pidana menurut Hoefnagels, ditetapkan dengan
cara :

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without pinishment)

¢. Mempengaruhi  pandangan masyarakat mengenai tindak pidana dan

. - 1
pemidanaan lewat media masa™,

Penerapan hukum pidana menitik beratkan pada upaya vang bersifat represif
(penindakan/pemberantasan) sesudah tindak pidana terjadi dalam sarana penal,
sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan

masyarakat mengenai tindak pidana dan pemidanaan lewat media massa menitik

% Roscoe Pound, Fifsafar Hukimy, Bhratara. Lili Rasjidi. Jakarta 1992, Dasar-Dasar Filsafor
Flufn, Alumni. Bandung, 1978, hlm, 43,
* Barda Nawawi Aricf] Op . Cit, him, 73,
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beratkan pada upaya yang bersifat preventit (pencegahan/penangkalan) sebelum

tindak pidana terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal.

Upava untuk melakukan penanggulangan tindak pidana mempunyai dua cara

dalam hal penggunaan sarana vaitu melalui sarana sistem peradilan pidana

{penal)/tindakan represif vaitu upaya setelah terjadinya tindak pidana, dan sarana

(non penal)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya tindak pidana,

Perbedaan keduanya dapat di uraikan scbagai berikut:

1.

Tindakan Represit

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur
penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.Tindakan respresil
lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. vaitu
antara lain  dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas

perbuatannya.”®

Tindakan i sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk
masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat pencgak hukum
dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan  pidana,
pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan
narapidana. Penangulangan tindak pidana secara represif imi dilakukan juga
dengan tekhnik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai

cara atau tekhmik rehabilitast, yaitu:

3 3 m e E s : 5
" Soedjona  Dirdjosisworo,  Penoneenlanuan Kejahatan  (Crime  Prevention), Alumni,
1 d| v LE A f

Bandung, 1976, him, 32,



3

a. Menciptakan sistem program vang bertujuan untuk menghukum penjahat.
sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan
hukuman kurungan.

b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang
biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum
dan konsultasi psikologis. diberikan kursus keterampilan agar kelak

menyesuaikan diri dengan masyarakat. *'

Tindakan represif juga disebutkan sechagai pencegahan khusus., yaitu suatu
usaha untuk menekankan jumlah tindak pidana dengan memberikan hukuman
(pidana) terhadap pelaku tindak pidana dan berusaha pula melakukan
perbuatan denganjalan memperbaiki si pelaku yang berbuat tindak pidana, jadi
lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat uniuk mendidik narapidana
untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan tindak pidana yang pernah
dilakukan. Kemudian upaya penanggulangan tindak pidana vang sebaik-
baiknva harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.  Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.

b. Peradilan yang cfektif.

¢. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.

d. Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.

g. Partisipasi masyarakat dalam pepangulangan tindak pidana.

f.  Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya tindak

pidana.

1 Simanjuntale B - Chairil Ali, Cakrawala Bary Kriminologi, Trasito, Bandung, 1980, him, 399,
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g, Pembinaan organisasi kemasyarakatan **

2. Tindakan Preventif
Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau
menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana.Menurut A. Qirom
Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventil adalah
mencegah tindak pidana lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik
kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih

mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.™

Bonger berpendapat cara menanggulangi tindak pidana vang terpenting adalah :

1) Preventif tindak pidana dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi
dalam arti sempit.
2} Prevensi tindak pidana dalam arti semnpit meliputi :

a. Moralistik  yaitu  menyebarluaskan  sarana-sarana  yang  dapal
memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu
berbuat jahat.

b. Abalionistik vaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan tindak
pidana dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab
timbulnya tindak pidana. Misalnya memperbaiki  ekonomi
(pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain).

3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap tindak
pidanan dengan berusaha menciptakan.

a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,

b. Sistem peradilan vang objektit’

¢.  Hukum (perundang-undangan) yang bhaik.

4} Mencegah tindak pidana dengan pengawasan dan patrol yang teratur.
5) Pervensi kenakalan anak-anak scbagai sarana pokok dalam usaha
prevensi tindak pidana pada umumnya.**

2 Socdjono Dirdjosisworn, Op . Cir, him. 45.

A, Qirom Samsudin M - Sumaryo E, Kejahatan Anak Suam Tinfauan Dart Segi Puikelogis
¢dan Hukimr, Liberti, Yogyakarta, 1985, him. 46,

& Bonger, Pengantar Tentany Keinunolog, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982,
hlin, 15.
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hmly Asshiddigie menyatakan suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban
hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (liahility). Sescorang dikatakan
secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa
dia dapat dikenakan suvatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan,
normalnya dalam kasus sanksi dikenakan terhadap deliguent adalah karena

perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawah.*

Jimly Asshiddige mengatakan : Dalam kasus im subyek respomsibifiny dan
subyek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional terdapat dua
macam pertanggung  jawaban yang dibedakan, waitu pertanggungjawaban
berdasarkan kesalahan (based on foulf) dan pertanggungjawaban mutlak

(absolute responsibility).™

Lebih Jimly Asshiddige mengatakan prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan
individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan
maksud vang salah tidak sepenuhnya diterima di dalam hukum modern. Individu
secara hukum bertanggung jawab tidak hanya jika secara obyektil harmfull effect
dilakukan secara terlarang, tctapi juga jika akibat perbuatan tersebui telah
dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah. atau jika akibat tersebut terjadi

tanpa adanva maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. *'

Suatu sikap mental deliguent tersebut, atau disebut mens rea, adalah suatu
elemen delik. Elemen ini disebut dengan terma kesalahan (fau/s) (dalam arti

lebih luas disebut dolus atau culpa). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik

&3 Jimly Asshiddigic, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 56.
3 Ihid . hlm, 63
T thid., him, 635,
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dengan kualifikasi psikologis., inilah disebut dengan pertanggung jawaban
berdasarkan kesalahan (responsibility based on fault atau culpability). Hukum
modern juga dikenal bentuk lain dari  kesalahan yang dilakukan tanpa
maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan (negfigence). Kealpaan adalah suam
delik omisl, dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan

pertanggungjawaban absoulut dari pada culpabilitg.™

C. Penegakan Hukum

Pengertian pencgakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum olch
petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan
sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum vang
berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali
dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri

dengan pemasyarakatan terpidana. ™

Menurut Socerjono  Sockanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah
mantap dan sikap tindak schagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,
Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh
aparat penegak hukum. Penegakan hukum merupakan suatu  sisiem  vang
menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.
Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku

atau tindakan yang dianggap pantas atau scharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu

5 Ihid., him, 65.
' Harun M.Husen, Kejabhatan dan Penegakon Hulwm df Indoneste, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
him. 38
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bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. ™

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan,
Kepastian hukum dan Kemanfaatan sosial menjadi kenvataan. Jadi penegakan
hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum
adalah proses dilakukannyva upaya tegaknya atau berlungsinya norma-norma
hukum secara nyata scbagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-
hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan
hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum

yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan.*'

Pada hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah
vang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi
tugas dari para penegak hukum vang sudah di kenal secara konvensional,
tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Menurut Moeljatno bahwa penegakan
hukum adalah bagian dari keselnruhan hukum yang berlaku disnatu Negara vang
mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

a. Menentukan perbuatan-perbuatan vang tidak boleh di lakukan dengan di sertai
ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa vang melanggar
larangan tersebut.

b. Menentukan dan  dalam  hal apa kepada mercka vang wmelanggar

laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang

telah diancamkan.

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan

apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut. ™

13

* Sacrjono Sockanto, Faktor-faktor Vane Mempengaruhi Penesakan Fukum, Ul Pres, Jakarta,
20106, hlm. 35,

* Soctjono Sukanto, Faktor-Fakior Yang Mempengaruhi Penegakan Hutaom, CGratindo Persada,
Jalcarta, 2002, hIm 74

2 Mocljatno, Asas-asas Hukum Pidena, Putra Harsa, Surabaya, 2003, him, 23,
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Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

&,

Tota!  enforcement, vakni ruang lingkup penegakan hukum  pidana
sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantive law
of crime). Penegakan hukum pidana secara total m tidak mungkin dilakukan
scbab para penegak hulkum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana
vang antara lain mencakup  aturanaturan  penangkapan. penahanan,
pengeeledahan,  penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu
mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.
Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada
delik-delik aduan (klachr delicten). Ruang lingkup vang dibatasi ini disebut
sebagal area of no enforcement.

Full eaforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana vang
bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan
hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara
maksimal.

Actual  enforcement, menurut  Joseph  Goldstein  full  enforcement i
dianggap not a realistic expectation, scbab adanya keterbatasan-keterbatasan
dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya. yang
kesemuanya mengakibatkan  keharusan dilakukannva  discretion dan
sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement

D. Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu dilihat dari kegiatan menyelaraskan hubungan dan nilai-

nilai vang dijelaskan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai

rangkaian penjelasan nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan

mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Fungsi hukum vyaitu sebagat

alat pengatur mteraksi sosial. Hukum disini menjadi sarana untuk menciptakan

keadilan sosial, dan dapat bermanfaar bagi kehidupan masyarakat. Hukum juga

berfungsi sebagai penggerak pembangunan dimana dapat membawa masyarakat

ke arah yang lebih maju.**

a3

Socrjono  Sockanto. 2004, Falror-Fakror Yang  Mempengaruht Penegeakun  Hikum
Cetakan Kelima Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 42,

# Nico Ngani, B;*b{!rﬂpﬂ ;‘mpfrk Tantangan .rer.ﬂ."udrr_p P&.'rregu.fcfm Hudum i Tndonesia, Ciaya

Pustaka, Yogvakarta, 2015, him. 4-5
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Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak henti-hentinya
dibicarakan. Istilah kata penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan,
melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam  hukum yang  berlaku di  dalam
masyarakat, sehingga konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan
perwijudan konsep-konsep vang abstrak menjadi kenvataan. Pada proses tersebut,
hukum tidak mandiri, artinya terdapat faktor lain yang mempunya hubungan erat
dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat
itu sendiri dan pencgak hukumnya. Pada fase ini hukum tidak lebih hanya ide-1de
ataupun konsep-konsep vang mencerminkan mengenai apa yang disebut dengan
keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang kenmdian dituangkan dalam
bentuk perundang-undangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Namun,
pada hakeckatnyva tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum vang berlaku
diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu kerangka vang masih
memerlukan penyempurnaan. Dalam merealisasikan tujuan hukum tersebut, maka
sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang mehpun
kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan

maupun di dalam penerapannya dalam masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Sockanto
adalah:

a. Faktor Hukum
Praktik penyelenggaraan penepakan hukum di lapangan sering terjadi
pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Kedua hal itu dikarenakan
konsensi dari keadilan yang merupakan rumusan vang bersifat abstrak.
Sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara
normatif. Hal ini vang kemudian menjadikan suatu kebijakan atau tindakan
tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupkan suatu vang dapat dibenarkan
sepanjang kchijakan atau tindakan yang dilakukan tidak hertangan dengan
hukum. Maka dari itu, hakekat dalam pelaksanaan hukum tidak hanya
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mencakup  “law enforcemni” saja, melainkan adanya “peace maintance”.
Dengan demikian pengelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan suatu
proses penyelelarasan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola tingkah laku
nyata yang bertujuan mencapai kedamaian. Praktik penvelenggaraan hukum di
lapangan ada kalanya terjadi perlentangan antara kepastian hukum dan
keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan
yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur
vang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau
tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang
dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan
dengan hukum. Maka pada hakikatnya penvelenggaraan hukum bukan
hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena
penvelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian.
antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata vang bertujuan untuk mencapai
kedamaian.

. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau  kepribadian  petugas penegak  hukum
memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah batk, tetapi kualitas
petugas kurang baik, ada masalah, Oleh karena itu, salah satu kunci
keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian
penegak hukum. Kunci keberhasilan dalam penegakan hukum salah satunya
adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum. Dalam kerangka
penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum, apabila penegakan
keadilan tanpa didasari kebenaran adalah suatu kebejatan. Selanjutnyva,
penegakan kebenaran tanpa adanya kejujuran adalah suvatu kemunafikan.
Kerangka penegakan hukum oleh sctiap lembaga penegakan hukum keadilan
dan kebenaran harus dinvatakan. Harus terasa, terlihat dan diaktualisasikan
dalam kehidupan bermasyarakat.

.. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan
perangkat keras, salah satu contoh perangkat hinak adalah  pendidikan.
Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa i1 cenderung pada hal-hal yang
praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan
di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan
komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama im masih diberikan
wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara tcknis yuridis polisi
dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas
yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Fasilitas pendukung
dalam hal ini mencakup perangkat lunak dan keras. Perangkat lunak vang
dimaksud yaitu pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini
cenderung pada hal praktis konvensional, sehingea dalam banyak hal polisi
mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang
kejahatan korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus yang sclama ni
masih menjadi wewenangnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal i
dikarenakan sccara teknis-yuridis kepolisian dianggap masih belum mampu
dan belum siap. Hal ini juga didasari bahwa tugas yang diemban kepolisian
begitu luas dan banyak
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d. Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian di dalam masyarakal, Setiap warga masyarakat atau kelompok
sedikit banyaknva mempunyai kesadaran hukum. persoalan yang timbul
adalah taral kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang,
atau kurang. Adanya derajatkepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum,
merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
Setiap pribadi warga negara masvarakat maupun kelompok. mempunyai
kesadaran hukum, Masalah kemudian timbul adalah taraf kepatuhan hukum,
yakni kepatuhan hukum yang tinggi. sedang atau rendah. Sebagaimana dapat
diketahui mengenai kesadaran hukum sebenarmya merupakan proses vang
mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan mengenai perilaku hukum.
e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan  konsep  kebudayaan  schari-hari, orang begilu  sering
membicarakan soal kebudayaan, Kebudayaan menurul Soerjono Soekanto,
mempunyal fungsi vang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu
mengatur agar manusia dapait mengerti bagaimana seharusnya beriindak,
berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mercka berhubungan dengan orang
lain. Dengan demikian, kebudavaan adalah suatu garis pokok tentang
perikelakuan yvang menetapkan peraturan mengenai apa vang harus dilakukan,
dan apa yang dilarang. Secara konsepsional terdapat beberaoa jenis
kebudayaan, apabila terhadap jenis kebudayaan dilihat dari perkembangannya
dan ruang lingkupnya di Indonesia, dapat dilihat adanya super-culiure,
cultwre,  subculture, dan  counter-culmure. Jika dilihat adanya variasi
kebudayaan yang sedemikian banyak, dapat menimbulkan persepsi-persepsi
tertentu terhadap pencgakan hukum. *°

E. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yvang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk
melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur
dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan
adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan
berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian

akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian

L2 Soerjong Sockanto, Futtor-Falior Yanyg .ﬁ'f.remprenguruhi P.[:n.r'gf,w.ﬂ;un Fukim Cetakan
Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, him, 42
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tersebut dapat diketahui bahwa inti darl pemasyarakatan adalah pembinaan
terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem
pemasvarakatan, vyaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara
pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang
dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baitk guna meningkatkan
kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki
diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di
lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif’ berperan dalam pembangunan dan
dapat hidup secara wajar sebagal warganegara yang baik dan bertanggung jawab

scbagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Avat (2).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Dircktorat
Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu
Departemen Kehakiman), Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana
{napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang siatusnya masih
tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan
belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil vang
menangangi pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di
sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah
penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman
pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan

hanya melaksanakan hukuman.
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Pasal 4 menyebutlan bahwa lapas dan bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten
atau kotamadya, namun apabila dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota
administratif dapat didirikan cabang lapas dan cabang bapas. Selanjutnya,
pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembimbingan
warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh bapas vang diatur dalam Pasal 6
Undang-undang Nomeor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lapas adalah
tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari
pengertian terscbut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang vang
menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal in1 dapat
di jelaskan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 Ayat (7)
dan Ayat (8), Narapidana adalah Terpidana atau seseorang yang dipidana
berdasarkan putusan pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

yang menjalani pidana atau hilangnya kemerdekaan di lapas.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkalan Kesatuan penegakan hukum
pidana. oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan
konsepsi umum mengenal pemidanaan. Sistem pemasvarakatan disamping
bertujuan untule mengambalikan warga binaan pemasyarakatan scbagai warga
yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan
dalanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Lembaga
pemasvarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan
tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga pemasyarakatan dengan melakukan

bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi. *

Sl Dwidja Privatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penfora of Tdonesia, Refika Aditama, Bandung,
2006, hlm, 103,
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Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini
mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
Undang-undang Pemasyarakatan terdiri dari 8 bab dan 54 pasal. Adapun dalam
bab pertama mengatur mengenai ketentuan umum, bab kedua mengatur mngenai
pembinaan, bab ketiga mengatur mengenai warga binaan masyarakat, bab
keempat mengatur mengenal balai petimbangan masyarakat dan tim pengamat
masyarakat, bab kelima mengatur mengenal keamanan dan ketertiban, bab
kcenam mengatur mengenai ketentuan lain, bab ketujuh mengatur mengenai

peraturan peralihan, bab kedelapan mengatur mengenai ketentuan penutup.

Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis
flosofis tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinvatakan
bahwa:

a. Bagi negara Indonesia yvang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru
mengenal fungsi pemidanaan vang tidak lagl sekedar penjeraan tetapl juga
merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Bmaan
Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan vang sejak lebih
dari tiga puluh tahun yang alu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

b. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenail tatanan (sel sel)
pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan
bersyarat  (Pasal 15 KUHP)dan pranata khusus pepuntutan serta
penghukuman terhadap anak (Pasal 43, 46.dan 47 KUHP), namun pada
dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan,
sistem pemenjaraan sangat menckankan pada unsur balas dendam dan

penjeraan, sehingga mstitusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan
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adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi
anak vang bersalah.

¢. Sistem pemenjaraan yang sangat menckankan pada unsur balas dendam dan
penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara” secara berangsur-
angsur dipandang sebagal suatu sistem dan sarana yvang tidak sejalan dengan
konsep rchabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari
kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melokukan tindak pidana dan
kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dir,

keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964, sistem pemidanaan bagi
narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar. yaitu dari sistem
kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya  vang
semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi
lembaga pemasvarakatan berdasarkan  Surat  Instruksi Kepala Direktorat

Pemasyarakatan Nomor |.H.G.8/306 Tanggal 17 Juni 1964.%

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan crat dengan tujuan
pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya
berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan
perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat., Tujuan perlakuan
terhadap narapidana di Indonesia dimular sejak tahun 1964 setelah Sahardjo
mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan. jadi mereka vang berstatus

narapidana bukan lagi dibuat jera melamkan dibina untuk  kemudian

1 C.1 .Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 2005, him, 13
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dimasyarakatkan kembali. **

Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
menyebutkan bahwa sistem pemasvarakatan diselenggarakan dalam rangka
membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnyva,
menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana
schingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan
dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagal warga yang baik dan
bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:

a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,
menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana
schingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masvarakat, dapat aktif
berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar scbhagai warga
negara yang baik dan bertanggung jawab.

b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan vang ditahan di Rumah
Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka
memperlancar proses penvidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan,

¢. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara
serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan
barang bukti pada tingkat penyidikan. penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan serta benda-benda vyang dinyatakan dirampas untuk negara

berdasarkan putusan pengadilan.

* Socdjono, Kisah Penjara-Penjara di Berbugai Negara, Alumni, Bandung, 2013, hin. 86
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Fungsi dart Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam IPasal 3
Undang-Undang Pecmasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan
pemasvarakatan agar dapat berintegrasi secara schat dengan masyarakat, sehinpia
dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung
jawab. Yane dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan
kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam
sistem  pemasyarakatan, parapidana, anak didik pemasyarakatan  berhak
mendapatkan pembinaan rohani dan jasman serta dijamin hak-hak mercka untuk
menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun
pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetah maupun elektronik,
memperoleh pendidikan vang layak dan sebagainya. Untuk melaksanakan sistem
pemasyvarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masvarakat, baik dengan
sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai

menjalani pidananya.

Pemhinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem
pemasvarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal
3 UU Pemasyarakatan, maka dapat diketabui bahwa tujuan dari sistem
pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga vang

baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut Lapas sebagaimana
disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
M.OT- PR.O7.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Pemasyarakatan adalah unit pelaksana tehnis dibidang Pemasyarakatan yang
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berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilavah
Departemen Kehakiman, Lapas mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan
narapidana/anak didik. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas tersebut, lapas
mempunyai fungsi:

a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;

b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;

¢. Melakukan bimbingan sosial/’kerohanian narapidana/anak didik;

d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;

e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. *?

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terhukum (narapidana),
dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara. Bagi seseorang
vang telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatubi hukuman penjara oleh
pengaadilan, maka akan dikirim ke penjara untuk menjalani hukuman sampai
habis masa pidananya. Pidana penjara atau pidana lain vang vang menghilangkan
kemerdekaan bergerak scseorang, pada akhir tujuannya adalah melndungi
masyarakat dart segala bentuk kejahatan. Yang dimaksud dengan adalah
melindungi masyarakat dan segala bentuk kejahatan adalah politik kriminal
pemerintah terhadap usaha pengurangan kejahatan. Oleh karena itu di dalam
sistem kepenjaraan perlakuan terhadap narapidana dilaksanakan dengan tidak

manusiawi dan tidak mengenal perikemanusian, ™"

Berbagai masalah vang timbul dari sistem kepenjaraan membuat sistem

kepenjaraan yang diterapkan dirasa kurang ampuh sebagai alat atau sarana untuk

* Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana FPenjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,
20006, him, 103,
¢ C.1.Harsono, Sistem Bary Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 2005, him. 13.
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pengurangan kejahatan, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap politik
kriminal itu sendiri. Oleh karena itu terhadap kekurangan-kekurangan yang ada
sistem kepenjaraan diganti dengan sistem pemasyarakatan yang juga merupakan
tuman dari pidana penjara Sistem pemasyarakatan saat i adalah merupakan
suatu proses pembinaan narapidana vang didsarkan datas pancasila sebagai falsatah
bangsa Indonesia dan memandang narapidana sehagai makhluk Tuhan, sehagai
mndividu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dalam pembinaannya,
dikembangkan hidup kejiwaan, jasmaniah, pribadi, serta kemasyarakatan. Selain
itu dalam penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsung  hubungan

dengan masyarakat.”’

*1 Socdjono, Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara, Alumni, Bandung, 2007, him. 86



II. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah

melalui tahap-tahap vang telah ditentukan, schingga mencapai tujuan penclitian.™

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan mengpunakan dua

metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendckatan

secara yuridis empiris.

Pendekatan Secara Yuridis Normatif
Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah
berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya

dengan judul skripsi in1 dan berhubungan dengan permasalahan vang di bahas.

Pendekatan Secara Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap
pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang sedang dibahas dalam skripst ini. pendekatan empiris
dilakukan dengan cara meperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau

gejala-gejala hukum dan pristiwa hukum vang terjadi di lapangan.>

57

&)

Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelition Hubvern, PT.Cirren Aditya Balkdi, Bandung,
2004, him. 112

Socrjono Sockanto - Sri Mamudji, Peneltiion Hukwm Normatif suety Tigoauen Singhat, Raja
Crafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 12-14,
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B. Sumber dan Jenis data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan

data primer dan data sekunder.

1.

Data Primer

Data yang diproleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada
ohjek penelitian yang dilakukan di Saman Operasional Kepatuhan Internal
(Satops Patnal) Lapas Gunung Sugih dengan mengadakan wawancara dan
pertanyaan kepada pihak Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops
Patnal) Lapas Gunung Sugih. serta didukung denpan wawancara dengan
akademisi vang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam

penelitian ini.

Data Sekunder
Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-
dokumen resmi, publikasi hukum Berupa buku-buku teks., kamus-kamus
hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan
tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara
melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan
arsip dan literatur dengan mempelajart hal-hal yang bersifat teoritis vang
berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat
yang terdiri dari bahan hukum antara lain:
a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti

perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainya yang terdiri dari:
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1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen

2) Undang-Undang Nomor | Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73
Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).

4) Undang-Undang Nomaor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

5) Surat Edaran Nomor PAS-07.0T-02.02 Tahun 2019 tentang Satuan
Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan Tingkat Wilayah,
Rumith Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat

memhberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer vang

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

¢. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok

permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap

hahan hukum primer dan sekunder, bukann merupakan bahan hukum,

secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan

kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian

kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia. majalah, artikel-artikel di

internet dan bahan-bahan lainya yang sifatnya seperti karya ilmiah

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.**

#* Abdulkadir Muhamad, Gp . Cir, hlm. 192,
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C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh

prosedur sebagai berikut:

a.

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara
membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagi litertur yang ada
hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan
perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen yang berhubungan
dengan masalah yang dibahas

studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung
pada tempat atau objek penelitian vang dilakukan dengan wawancara

kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data mi yaitu:

a.

Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan
objek vang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai
kelengkapan, kejelassan dan kebenarannya.

Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang

ditetapkan.



c. Sistematisast Data
Yaitu data vang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi
menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalaban sehinpga mudah

untuk dibahas.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak vang menjadi sumber informasi dalam suatu
penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibumbkan sesuai
dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai
berikut:

l. Satops Patnal Lapas Gunung Sugih : 1 orang

2, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung  : 1 orang +

Jumlah : 2 orang

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis
menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data
secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun,
logis, tidak tumpang tindih dan efeknif, schingga memudahkan interpretasi data
dan pemahaman hasil analisis.”™ Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk
hitungan.”® Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diproleh kesimpulan
secara induktif, vaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat

khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

 Abdulkadir Muhammad, Op . Cit, hlm. 127,
% Afrizal, Metode Penelition Kualitatif, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, him, 12.



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

-2

Upaya Satuan Operasional Kepuatuhan Internal (Satops Painal) dalam
penanggulangan tindak pidana penyclundupan narkotika di Lingkungan
Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugth adalah petugas secara rutin
melakukan inspeksi mendadakan (sidak) dan sweeping ke blok-blok hunian
maupun areal Lapas secara rutin dua kah dalam seminggu, namun jika
dibutuhkan petugas akan melakukannya setiap hari. Apabila berdasarkan hasil
pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa narkotika, maka narapidana
beserta barang tersebut akan diinterogasi kemudian dilaporkan kepada pihak
yvang berwajib untuk diproses secara hukum. Namun terkadang ditemukan
narkotika tanpa penguassan sescorang, seperti ditemukan tergeletak di
samping ftempat sampah atau halaman terteniu schingga petugas kesulitan
untuk melacak siapa pelakunya. Upaya preventif lain yang dilakukan untuk
menanggulangl masuknya narkotika yaitu dengan memperketat penjagaan dan
pengamanan di pintu masuk (portal) Lapas, serta memeriksa secara saksama
setiap barang akan dibawa masuk ke dalam Lapas.

Faktor penghambat upaya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops
Patnal) dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika di

Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih adalah keadaan Lapas



Kelas Il B Gunung Sugih yang mengalami over kapasitas, rumitnya birokrasi
untuk pengadaaan sarana dan prasarana, kurangnya mutu SDM Petugas
Lembaga Pemasyarakatan dan lemahnya pengawasan terhadap petugas

lembaga pemasyarakatan.

. Saran

Kepada Lapas, dibarapkan agar terus berpartisipasi aktif dan bekerjasama
dalam menangpulangi  tindak pidana narkotika mengingat  modus
penyelundupan narkotika saat ini yang semakin canggih. Di samping itu,
penambahan personel petugas keamanan di Lapas diharapkan relevan dengan
Jumlah tahanan dan narapidana,sehimgga dapat mengoptimalkan pengawasan di
dalam Lapas.

Kepada Pemerintah, diharapkan agar selalo mengupayakan strategi untuk
mencari solusi atas permasalahan over capacity di Lapas dan Rutan, karena
persoalan over capacity secara tidak langsung akan menimbulkan dampak
negatif vang akan mengganggu pelaksanaan program pembinaan kepada
narapidana. Ketersediaan alat-alat yang dapat mendeteksi keberadaannarkotika,
seperti detektor narkotikadan X-Ray juga sangat diperlukan untuk mencegah

masuknya narkotika ke dalam Lapas.
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